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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak ekonomi pengemudi ojek
disabilitas di Yogyakarta, khususnya dalam konteks hak asasi manusia, dengan studi kasus pada
Difabike. Difabike merupakan sebuah inisiatif lokal yang menyediakan layanan transportasi bagi
dan oleh penyandang disabilitas, memberikan peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara
mendalam bagaimana Difabike berperan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi bagi penyandang
disabilitas. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan Triyono, pendiri Difabike, serta
kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Difabike berhasil menyediakan
akses terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas, meskipun terdapat berbagai tantangan
seperti stigma sosial, kurangnya dukungan pemerintah, dan regulasi yang belum memadai.
Temuan ini menyoroti pentingnya payung hukum dan kebijakan yang lebih inklusif untuk
mendukung hak-hak ekonomi penyandang disabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini
menunjukkan bahwa model seperti Difabike memiliki potensi untuk diadopsi secara lebih luas
guna meningkatkan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Namun,
diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan
meminimalisir hambatan yang ada. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya upaya
sistematis dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di sektor
ekonomi.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Hak Ekonomi, Pengemudi Ojek Disabilitas

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of economic rights for disabled motorcycle taxi drivers
in Yogyakarta, specifically from the perspective of human rights, with a case study of Difabike.
Difabike is a local initiative providing transportation services by and for people with disabilities,
offering inclusive and sustainable employment opportunities. This research employs a qualitative
descriptive approach to provide an in-depth understanding of how Difabike contributes to the
fulfillment of economic rights for people with disabilities. Primary data were collected through an
interview with Triyono, the founder of Difabike, and relevant literature reviews. The findings reveal
that Difabike successfully offers employment opportunities for people with disabilities, despite
various challenges such as social stigma, lack of government support, and inadequate
regulations. These findings emphasize the importance of a legal framework and more inclusive
policies to support the economic rights of people with disabilities. The study concludes that
models like Difabike have the potential to be more widely adopted to improve job access for
people with disabilities in Indonesia. However, active government involvement is necessary to
create supportive regulations and minimize existing barriers. The research also highlights the
need for systematic efforts to address stigma and discrimination against people with disabilities
in the economic sector.
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PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi
tantangan dalam memastikan bahwa semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, dapat
menikmati hak-hak dasar mereka secara penuh. Salah satu hak mendasar yang diakui secara
internasional adalah hak atas pekerjaan yang layak. Hak ini tidak hanya penting bagi pemenuhan
kebutuhan ekonomi individu, tetapi juga berperan dalam membangun martabat, harga diri, dan
integrasi sosial seseorang dalam masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa
penyandang disabilitas sering kali berada di posisi yang rentan dan terpinggirkan dalam hal akses
ke lapangan pekerjaan yang layak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi angkatan kerja dari penyandang disabilitas jauh lebih rendah dibandingkan
dengan populasi umum (BPS, 2020: 45). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang
signifikan dalam aksesibilitas terhadap kesempatan kerja yang inklusif. Banyak perusahaan yang
masih enggan merekrut penyandang disabilitas dengan alasan kurangnya fasilitas yang
memadai, stereotip negatif, serta minimnya pemahaman akan potensi dan kemampuan mereka.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini,
salah satunya dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on
the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
Konvensi ini menekankan pada pentingnya penghormatan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak
penyandang disabilitas, termasuk hak untuk bekerja pada lingkungan yang bebas dari
diskriminasi (UN, 2006: 14). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas Pasal 11 juga menggarisbawahi hak penyandang disabilitas untuk
memperoleh pekerjaan yang layak, serta tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan
masyarakat dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan non-diskriminatif.
Implementasi dari peraturan tersebut di lapangan masih jauh dari sempurna. Masih banyak
penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam rekrutmen, kurangnya akses
terhadap pelatihan kerja, serta minimnya dukungan dalam bentuk aksesibilitas fisik dan teknologi
di tempat kerja (Situmorang, 2021: 33). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020
tentang Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan Pasal 2 bertujuan untuk
menyediakan fasilitas dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas di dunia kerja, tetapi
implementasinya di berbagai daerah masih belum merata.

Inisiatif berbasis komunitas yang memberikan solusi nyata bagi penyandang disabilitas
dalam mengakses pekerjaan layak menjadi sangat penting untuk didukung dan dikembangkan.
Difabike Yogyakarta hadir sebagai salah satu inisiatif yang patut diapresiasi. Perusahaan ojek ini
tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi
contoh bagi model bisnis inklusif yang berfokus pada pemenuhan hak-hak ekonomi. Difabike
memberikan pelatihan dan dukungan kepada pengemudi penyandang disabilitas sehingga
mereka dapat bekerja dengan kompeten dan mandiri. Model bisnis ini mencerminkan pendekatan
inklusi sosial yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan
komunitas yang rentan (Rohmat, 2022: 12). Keberadaan Difabike menunjukkan bahwa dengan
pendekatan yang tepat, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara signifikan dalam
perekonomian. Mereka tidak hanya sekadar menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial, tetapi
juga dapat menjadi aktor aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini selaras dengan konsep “disability-
inclusive development,” yang menekankan pada pentingnya melibatkan penyandang disabilitas
secara penuh dalam proses pembangunan, termasuk dalam sektor ekonomi (World Bank, 2019:
8).

Melalui kajian ini, peneliti ingin mengangkat bagaimana model bisnis yang diterapkan
oleh Difabike dapat menjadi salah satu solusi bagi pemenuhan hak-hak ekonomi penyandang
disabilitas. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana Difabike telah berhasil
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mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hak untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, penelitian ini juga
akan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Difabike dan bagaimana perusahaan ini
mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pemenuhan hak-hak ekonomi bagi penyandang
disabilitas merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Tidak hanya
dibutuhkan dukungan dari pemerintah melalui regulasi yang kuat, tetapi juga partisipasi dari
sektor swasta dan masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah
disabilitas. Studi kasus Difabike diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi
upaya-upaya serupa di masa depan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang
menghadapi tantangan serupa. Sebagai negara dengan populasi penyandang disabilitas yang
signifikan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak mereka
dipenuhi secara adil dan setara. Difabike, dengan segala inovasinya, telah menunjukkan bahwa
hal ini bukan hanya mungkin, tetapi juga dapat membawa dampak positif yang nyata, baik bagi
individu penyandang disabilitas maupun masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian terkait pemenuhan hak di bidang ekonomi bagi penyandang disabilitas pernah
dilakukan oleh Nindiya Sukmawati (2021) dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan
Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas”. Tujuan penulisan artikel
tersebut adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak
penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan
sosial. Terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan yakni peneliti memakai studi kasus
pada Difabike yang merupakan usaha ojek online dari penyandang disabilitas. Sedangkan
persamaan dengan penelitian ini adalah Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian
ini adalah keduanya membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan
pekerjaan. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada peran pemerintah secara
umum, sementara penelitian berfokus pada studi kasus Difabike Yogyakarta dan pengalaman
langsung pengemudi ojek disabilitas.

Melalui penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Ojek Disabilitas dalam Mendapatkan
Hak di Bidang Ekonomi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (Kajian Pada Difabike Yogyakarta)”,
peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai
bagaimana penyandang disabilitas dapat memperoleh hak mereka di bidang ekonomi, serta
bagaimana praktik baik ini dapat direplikasi di tempat lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk merumuskan strategi
dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data yang diperoleh
selama proses penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami
secara mendalam fenomena sosial yang sedang berlangsung, terutama terkait dengan
pemenuhan hak-hak ekonomi bagi pengemudi ojek disabilitas dalam perspektif Hak Asasi
Manusia. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman
kontekstual yang lebih kaya dan rinci mengenai dinamika yang terjadi, khususnya dalam kasus
Difabike Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang terjadi, yakni bagaimana ojek
disabilitas memperoleh dan memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka dalam lingkungan kerja
yang sering kali penuh tantangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung
dalam operasi Difabike maupun yang memiliki pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi para
pengemudi ojek disabilitas. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif,
sesuai dengan pendekatan yang diungkapkan oleh Moleong (2018:6), yang menekankan
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pentingnya penggunaan kata-kata untuk menjelaskan pengalaman subjektif dan tantangan yang
dihadapi oleh subjek penelitian.

Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam pengalaman sehari-hari pengemudi
ojek disabilitas dalam upaya mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu, penelitian
ini juga menyoroti berbagai hambatan struktural dan kultural yang masih dihadapi oleh para
penyandang disabilitas dalam mencapai kesetaraan di bidang ekonomi. Pendekatan kualitatif
deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi
pemenuhan hak ekonomi bagi ojek disabilitas, serta mengeksplorasi kemungkinan solusi yang
dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Instrumen dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi
observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a. Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, terutama terkait dengan
kegiatan operasional Difabike Yogyakarta, interaksi antara ojek disabilitas dan pengguna
layanan, serta mekanisme kerja yang diterapkan oleh Difabike untuk mendukung hak
ekonomi pengemudi dengan disabilitas.

b. Wawancara: Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam
dengan Triyono, pendiri Difabike Yogyakarta, serta pengemudi ojek disabilitas yang menjadi
bagian dari Difabike. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam
mengenai peran Difabike dalam memenuhi hak ekonomi pengemudi ojek disabilitas, serta
tantangan yang mereka hadapi dalam konteks hak asasi manusia.

c. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi yang mendukung
informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi ini meliputi foto
kegiatan operasional Difabike, catatan hasil wawancara, serta dokumen lain yang relevan
dengan penelitian ini. Dokumentasi ini penting untuk memberikan bukti visual dan
mendukung analisis data yang dilakukan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan model
interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994:20). Model ini terdiri dari tiga tahapan
utama: pertama, reduksi data, di mana data mentah yang diperoleh dari lapangan akan disaring,
disederhanakan, dan diatur sesuai dengan kebutuhan penelitian; kedua, penyajian data, yang
melibatkan pengorganisasian informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel,
matriks, atau narasi deskriptif yang membantu dalam melihat pola dan hubungan antar variabel;
dan ketiga, penarikan kesimpulan, di mana peneliti akan menginterpretasikan temuan
berdasarkan data yang telah dianalisis untuk membuat generalisasi atau kesimpulan yang
relevan dengan tujuan penelitian.

Selain itu, analisis data akan dilakukan secara deskriptif dengan memanfaatkan teknik
triangulasi, baik dari segi sumber data maupun metode, untuk memastikan bahwa hasil penelitian
memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Triangulasi sumber akan melibatkan
perbandingan data yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk menemukan konsistensi atau
perbedaan yang signifikan, sedangkan triangulasi teknik akan melibatkan penggunaan berbagai
metode analisis untuk menguji keandalan temuan (Sugiyono, 2013:133). Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai
pengalaman serta tantangan yang dihadapi oleh pengemudi ojek disabilitas dalam memperoleh
hak-hak ekonomi mereka.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja

Pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari
upaya mewujudkan keadilan sosial. Konsep kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Marshall
(1998:45) menegaskan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah elemen esensial yang
harus dipenuhi oleh negara untuk memastikan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas,
dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Difabike Yogyakarta
telah berupaya menyediakan peluang kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, yang pada
gilirannya membantu memenuhi hak ekonomi mereka. Inisiatif ini belum cukup untuk mengatasi
berbagai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.
Tantangan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga melibatkan faktor-faktor kultural
seperti stigma sosial dan diskriminasi yang mengakar. Sari (2021:55) menyoroti bahwa
diskriminasi dalam layanan transportasi dan dunia kerja merupakan hambatan besar yang
menghalangi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini
mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan inklusi yang ideal dan kenyataan di
lapangan.

Gauri & Gloppen (2012:18) menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak dalam
pembangunan. Mereka mengusulkan bahwa kelompok-kelompok yang rentan, termasuk
penyandang disabilitas, harus tidak hanya diikutsertakan dalam proses pembangunan, tetapi juga
diberdayakan untuk dapat mengklaim hak-hak mereka. Ini berarti bahwa inisiatif seperti Difabike
perlu dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memberdayakan penyandang
disabilitas secara ekonomi.

Keberhasilan inisiatif semacam ini juga sangat tergantung pada dukungan kebijakan
yang memadai. Setiawan (2019:95) mencatat bahwa implementasi hak ekonomi bagi
penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi
berbagai kendala. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas telah mengatur berbagai hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,
pelaksanaannya di tingkat praktis sering kali masih jauh dari ideal. Kesadaran dan komitmen dari
semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk
mewujudkan inklusi yang sebenarnya.

Hambatan yang Dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan

Hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan
tidak dapat diabaikan. Hambatan-hambatan ini mencakup faktor fisik, sosial, dan kebijakan.
Pertama, hambatan fisik sering kali menjadi tantangan utama. Infrastruktur yang tidak ramah
disabilitas, seperti yang dikemukakan oleh Dewi (2018:74), menjadi penghalang bagi
penyandang disabilitas untuk mengakses tempat kerja dan fasilitas umum. Hal ini memperparah
ketidaksetaraan akses dan menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang lebih rentan.
Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas juga menjadi hambatan signifikan. Masyarakat
sering kali memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak mampu bekerja
secara produktif, yang pada gilirannya menghambat mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang
layak. Stigma ini dapat mengakibatkan diskriminasi di tempat kerja, yang membuat penyandang
disabilitas sulit untuk mempertahankan pekerjaan atau mendapatkan peluang yang setara
dengan rekan kerja lainnya (Sari, 2021:55).

Hambatan administratif dan kebijakan juga tidak kalah pentingnya. Prabowo (2019:88)
menekankan bahwa biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penyandang disabilitas untuk
mengakses layanan atau fasilitas tertentu, termasuk transportasi, sering kali menjadi beban yang
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tidak ditanggung oleh sistem jaminan sosial yang ada. Kebijakan yang ada saat ini sering kali
tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga mereka
tetap terpinggirkan dalam masyarakat.

Kendala lainnya adalah kurangnya pelathan yang sesuai dengan kebutuhan
penyandang disabilitas. Hadi (2020:105) mencatat bahwa program pelatihan yang ada di
Indonesia sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi khusus dari penyandang
disabilitas, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar
kerja. Selain itu, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi yang memadai juga menjadi
penghalang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Ekonomi

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan
berbasis hak asasi manusia. Turner (2006:22) menggarisbawahi pentingnya memahami hak-hak
penyandang disabilitas dalam kerangka kerentanan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi
dan memberdayakan kelompok rentan ini agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara
penuh. Ini berarti bahwa kebijakan yang mendukung hak ekonomi penyandang disabilitas harus
difokuskan pada upaya untuk mengurangi kerentanan mereka dan memperkuat kapasitas
mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi.

Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat
melalui pendidikan dan kampanye publik yang lebih intensif. Asshiddigie (2005:90) menekankan
pentingnya membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat
sebagai langkah awal untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan formal dan informal
yang menekankan pada pentingnya inklusi dan kesetaraan harus digalakkan untuk mengubah
persepsi negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Peran media dalam mengubah narasi tentang penyandang disabilitas juga sangat
penting. Media massa dan media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan cerita
sukses penyandang disabilitas yang telah berhasil mengatasi hambatan dan menjadi bagian dari
masyarakat yang produktif. Dengan demikian, media dapat membantu mengubah stereotip dan
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemampuan dan kontribusi yang dapat diberikan
oleh penyandang disabilitas (Cornwall & Gaventa, 2001:32).

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung aksesibilitas dan inklusi bagi
penyandang disabilitas. Bagir Manan (1996:78) menekankan bahwa konstitusi dan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak
warganya, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Implementasi dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk
memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diterapkan dengan efektif di lapangan.
Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (ORNOP), dan sektor swasta juga
perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi penyandang
disabilitas. Sebagaimana dicatat oleh Ali (2018:88), ORNOP memiliki peran penting dalam
mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.
ORNOP juga dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pelatihan
dan peluang kerja yang tidak tersedia melalui saluran konvensional.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas publik yang ada
memenuhi standar aksesibilitas internasional. Wolff (2012:45) menggarisbawahi pentingnya hak
atas kesehatan dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik sebagai bagian integral dari
pemenuhan hak-hak ekonomi penyandang disabilitas. Langkah-langkah konkret harus diambil
oleh pemerintah untuk memperbaiki dan menyediakan infrastruktur yang mendukung mobilitas
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penyandang disabilitas, baik di tempat kerja maupun di ruang publik. Hal ini tidak hanya akan
meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga akan memberikan rasa keadilan dan penghormatan
terhadap martabat manusia.

Implikasi Temuan terhadap Kebijakan dan Praktik

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun inisiatif seperti Difabike telah
memberikan kontribusi signifikan dalam pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas, masih
banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dalam
perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas harus dilihat sebagai subjek aktif yang
memiliki hak yang sama dengan individu lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sen
(2009:110), keadilan tidak hanya tentang distribusi sumber daya, tetapi juga tentang memastikan
bahwa semua individu memiliki kemampuan untuk berfungsi dan berpartisipasi secara penuh
dalam masyarakat.

Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak dalam merancang dan
mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dalam konteks
ini, pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-
hak lain yang terkait, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi. Ini
berarti bahwa pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam
merumuskan kebijakan dan program yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi
penyandang disabilitas.

Implementasi kebijakan yang mendukung hak ekonomi penyandang disabilitas juga
memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta. Setiawan (2019:120)
menekankan pentingnya adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk
memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada benar-benar mencapai tujuan yang
diinginkan. Pemerintah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang
setara terhadap peluang kerja, serta memberikan insentif kepada perusahaan yang
mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Perlu juga dukungan yang lebih besar dalam hal pengembangan kapasitas dan
keterampilan bagi penyandang disabilitas. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan
harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dan harus mencakup
aspek-aspek seperti akses terhadap teknologi, literasi digital, dan kewirausahaan. Dengan
demikian, penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing
di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hak ekonomi penyandang disabilitas dapat terpenuhi
secara lebih efektif, tidak hanya di Yogyakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Upaya ini tidak hanya
akan memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga akan berkontribusi pada
pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak ekonomi bagi pengemudi
ojek disabilitas melalui studi kasus Difabike Yogyakarta dalam perspektif Hak Asasi Manusia
(HAM). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Difabike Yogyakarta berhasil
menciptakan ruang kerja inklusif yang mendukung para penyandang disabilitas, khususnya
dalam sektor transportasi ojek online. Difabike tidak hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi
juga menawarkan pelatihan dan dukungan yang diperlukan agar para pengemudi dapat bekerja
secara mandiri dan produktif. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Difabike berkontribusi secara
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signifikan dalam pemenuhan hak ekonomi yang layak bagi penyandang disabilitas, yang sejalan
dengan prinsip-prinsip HAM.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa para pengemudi ojek disabilitas masih
menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas masih sering terjadi, baik dari masyarakat umum maupun dari para
pengguna layanan. Selain itu, akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya yang
ramah disabilitas, juga masih menjadi kendala utama. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa
meskipun ada kemajuan dalam pemenuhan hak ekonomi, masih terdapat tantangan yang perlu
diatasi untuk mencapai kesetaraan penuh bagi para penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Keterlibatan pemerintah dalam mendukung inisiatif seperti Difabike juga masih kurang
optimal. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memfasilitasi kebutuhan para penyandang
disabilitas, terutama dalam hal aksesibilitas dan penyediaan sarana penunjang kerja. Oleh
karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan
pemerintah dalam mendukung penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara
penuh dan setara dalam dunia kerja.
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